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ABSTRAK

NURMA KULPIANTI : NIM 2014/14052032. Judul : Konflik Lahan Antara
Peladang Pendatang dan Peladang Setempat di
Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci

Penelitian ini mendeskripsikan tentang konflik lahan antara peladang
pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten
Kerinci. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab
terjadinya konflik lahan dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah
kabupaten kerinci dalam menyelesaikan konflik lahan antara peladang pendatang
dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.
Informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling dan teknik snowball
sampling. Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data
sekuder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi.
Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis
data yaitu melalui cara pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan
serta peneliti menggunakan analisis pohon konflik dan analisis kekuatan konflik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya
konflik lahan ini antara lain: a) perebutan sumber daya lahan b) komunikasi yang
tidak baik c) adanya kecemburuan sosial d) adanya tindakan pencurian,
penjarahan, penyerobotan dan pembakaran rumah ladang milik peladang
pendatang yang dilakukan oleh oknum peladang setempat. Sedangkan upaya
penyelesaian konflik dilakukan dengan dua cara yaitu musyawarah (negotiation)
dan mediasi, upaya penyesaian secara musyawarah (negotiation) tidak berhasil
kemudian upaya penyelesaian konflik lahan dilakukan dengan cara mediasi, yang
menjadi mediator yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Cara yang dapat
menyelesaikan konflik lahan antara peladang pendatang dan peladang setempat
adalah dengan cara mediasi yaitu peladang pendatang sepakat akan ikut serta
membantu kemajuan pembangunan desa setempat dan peladang setempat sepakat
akan menjaga keamanan dan ketertiban peladang pendatang. Berdasarkan temuan
penelitian, peneliti menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci
harus membuat kejelasan hukum atas lahan perladangan yang diperebutkan
peladang pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin
Kabupaten Kerinci.

Kata Kunci: konflik lahan, peladang pendatang, peladang setempat.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Bercocok tanam adalah pekerjaan yang paling banyak dilakukan di
Indonesia sebagai negara yang berkembang, terutama masyarakat di pedesaan,
memanfaatkan lahan yang dimiliki dengan menanam tanaman yang dianggap bisa
sebagai mata pencaharian. Termasuk Kabupaten Kerinci yang merupakan salah
satu penduduknya sebagian besar bercocok tanam di ladang mengolah lahan
perkebunan/pertanian, seperti menanam kulit manis (cassiavera), kopi, dan sektor
holtikultura lainnya. Itulah sebabnya Kabupaten Kerinci mendapat julukan negeri
“sekepal tanah surga” di Pulau Sumatera karena memilliki tanah yang subur,
udara sejuk, serta keindahan panorama alam yang asri. Memiliki tanah yang
subur, menjadi keuntungan sendiri masyarakat Kerinci untuk bercocok tanam,
karena apapun jenis tanamannya pasti cocok ditanam di tanah Kerinci diketahui
sebagai daerah dingin dapat menghasilkan panen yang menguntungkan.

Namun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak
berbanding lurus dengan jumlah sumber daya alam yang tersedia, dalam arti lahan
untuk bercocok tanam menjadi langka, masyarakat pun terbatas untuk mencari
tempat bercocok tanam menjadi pemicu terjadinya konflik dalam masyarakat.
Dalam hal ini konflik yang terjadi di Kabupaten Kerinci antara peladang
pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Desa Tamiai
yaitu perebutan sumber daya dan kesempatan ekonomi berupa lahan. Peladang
adalah sebutan untuk orang yang mengolah perkebunan di Kabupaten Kerinci.

Peladang pendatang adalah peladang yang berasal dari luar daerah Kecamatan



Batang Merangin sedangkan peladang setempat adalah peladang yang
berdomisili/penduduk setempat di Kecamatan Batang Merangin.

Berdasarkan surat keterangan asal mula peladang pendatang masuk di
wilayah Kecamatan Batang Merangin bahwa dalam rangka meningkatkan hasil
pertanian untuk kepentingan masyarakat dalam mensukseskan Pelita 111 (1 April
1974-31 Maret 1979) sesuai dengan anjuran Pemerintah Daerah Tingkat Il
Kerinci (sekarang disebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci) untuk mencapai
masyarakat adil dan makmur maka dilaksanakanlah pembukaan areal perladangan
baru/persawahan baru didaerah Tamiai/sekitarnya dengan membawa beberapa
anggota yang diketuai oleh Bapak Kabri yang pada waktu itu sebagai ketua
rombongan dalam memasuki daerah Kecamatan Batang Merangin dengan syarat
terlebih dahulu menemui kaum adat setempat untuk mendapat arah ajun dari
kaum adat setempat setelah mendapat persetujuan maka peladang pendatang harus
tunduk pada adat yang berlaku mengisi cupak penuh, gantang melilih artinya bila
seseorang atau suatu keluarga yang ingin masuk menjadi warga desa atau negeri
harus membayar meh angus atau uang adat sesuai dengan yang telah ditentukan.

Kaum adat setempat pun memberi arah ajun (mengarahkan) peladang
pendatang, rimba mana yang boleh di tempati. Rimba yang masih ditumbubhi
kayu-kayu besar ditebang menggunakan kapak kemudian peladang pendatang
mengolahnya menjadi lahan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian.
Lokasi lahan peladang pendatang ditempuh dalam perjalanan + 3-4 jam dari
pemukiman penduduk setempat sementara peladang setempat mengolah lahan

perkebunan yang dekat-dekat dengan pemukiman penduduk atau tempat yang



strategis saja. Jadi sebelum munculnya konflik, peladang pendatang dan peladang
setempat hubungan mereka harmonis-harmonis saja berdampingan dengan rukun.

Masalah awal konflik ini diawali dengan adanya perebutan sumber daya
berupa lahan antara peladang pendatang dan peladang setempat di Kecamatan
Batang Merangin Kabupaten Kerinci. Sebagaimana wawancara penulis dengan
Bapak Depati Muaro Langkap Tamiai Helmi Muid 1 Oktober 2017 beliau
menyatakan bahwa peladang pendatang mengatakan kalau lahan yang mereka
garap adalah lahan mereka, padahal lahan/tanah tersebut milik adat masyarakat
tamiai. Kami ingin mengambil kembali tanah kami dari peladang pendatang itu.

Namun ada pendapat yang berlainan dari peladang pendatang mengenai
lahan yang digarap sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Nuzran
(peladang pendatang) tanggal 8 Oktober 2017 beliau menyatakan bahwa lahan
yang kami tempati sekarang adalah lahan kami, kami sudah membelinya dari
peladang pendatang sebelumnya, masyarakat tamiai tidak bisa seenaknya
mengambil lahan yang kami garap.

Pemicu konflik ini meluap, setelah peladang pendatang diancam dengan
surat edaran dari Lembaga Adat Depati Muara Langkap Tamiai yang meng-
atasnamakan peladang setempat tanggal 2 Januari 2017 yang isinya petani
diberikan waktu 3 bulan untuk mengambil hasil perkebunan. Surat edaran ini
sebagai bentuk pengusiran terhadap peladang pendatang di Kecamatan Batang
Merangin untuk meninggalkan ladangnya karena mereka mengklaim lahan itu
milik mereka. Sampai pada keluarnya surat edaran pengusiran barulah disadari

oleh peladang pendatang bahwa rapat akbar yang selama ini dimaksud oleh warga



setempat adalah rapat untuk mencari waktu dan cara yang tepat mengusir
peladang pendatang dari lahan perladangannya.

Pemerintah Daerah merasa telah melakukan upaya penyelesaian konflik
lahan antara peladang pendatang dan peladang setempat. Sementara masyarakat
peladang menilai lambatnya pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik
tersebut. Apalagi peladang pendatang sangat dirugikan dengan surat edaran itu.
Karena tidak ada nampak titik terang dari pemerintah daerah pihak peladang
pendatang yang berladang di Kecamatan Batang Merangin berkumpul dan
kompak untuk melakukan demo aksi damai pada tanggal 7 Februari 2017 di
Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di Kabupaten Kerinci
menyampaikan aspirasi agar anggota dewan sebagai wakil rakyat membantu
mencarikan solusi terhadap polemik yang mereka alami. Berdasarkan berita media
online yang dikutip dari aksipost.com yang dipublikasikan pada tanggal 7
Februari 2017 “upaya ini juga didukung oleh Bapak Heri Purwanto Komisi 3
DPRD Kabupaten Kerinci yang mengatakan bahwa surat keputusan Depati Muaro
Langkap Tamiai, tidak sah. Pasalnya, tidak diatur dengan peraturan daerah.”

Namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Depati Muaro Langkap tamiai
bahkan mereka melakukan penertiban tanah ulayat pada tanggal 18 maret 2017
yang dipimpin oleh Depati Muaro Langkap Helmi Muid. Karena sesuai
kesepakatan bahwa apabila masyarakat yang berladang memiliki surat tanah yang
diketahui oleh kepala Desa ataupun lembaga adat maka diperbolehkan untuk
dikelola oleh masyarakat dan apabila tidak memiliki surat - surat maka

masyarakat harus meninggalkan ladang dalam jangka waktu selama 3 ( tiga )



bulan terhitung sejak Bulan Januari 2017. Penertiban tersebut dilakukan untuk
mengetahui para masyarakat yang berladang di Tanah Ulayat adat Depati Muara
Langkap memiliki surat tanah atau tidak. Kemudian peladang setempat juga
melakukan aksi memberi tanda terhadap rumah peladang pendatang sebagai pihak
yang tidak berhak mengolah tanah. Namun pada saat penertiban tanah ulayat oleh
peladang setempat 2 unit rumah milik peladang pendatang di bakar beserta
pakaian dan alat-alat perladangan juga ikut terbakar.

Sebelum meminta bantuan kepada DPRD kabupaten kerinci, peladang
pendatang juga meminta bantuan kepada Camat Batang Merangin yang saat itu
beliau masih menjabat dan beliau adalah warga semurup atau berasal dari tempat
tinggal yang sama dengan peladang pendatang. Peladang pendatang merasa
bahwa Camat bisa melindungi mereka karena Camat menyatakan sebagai kaum
peladang pendatang memberi perlindungan. Namun masalah peladang pendatang
tidak kunjung selesai. Peladang pendatang selalu merasa resah apalagi Depati
Muaro Langkap tetap juga melakukan penertiban tanah ulayat.

Akan tetapi lagi-lagi pihak peladang pendatang merasa sangat kecewa
belum ada solusi yang jelas ditambah banyaknya masalah yang dipendam diantara
kedua belah pihak yang tidak kunjung terselesaikan. Pihak peladang pendatang
mendatangi kantor Camat Batang Merangin, Sesampainya masyarakat peladang di
Kantor Camat Batang Merangin namun pada saat itu Camat Batang Merangin H.
Supril Hadi. HS, S.Sos tidak berada di tempat dan massa disambut oleh Sekcam
Batang Merangin Heri Cipta, S.Sos, MH dan menyampaikan bahwa Camat

sedang dalam perjalanan menuju Kantor Camat. Dikarenakan Camat Batang



Merangin tidak berada di tempat, massa dari masyarakat peladang tidak terima
sehingga massa langsung melempar kaca Kantor Camat dan rumah warga
masyarakat Tamiai yang berada di sekitar Kantor Camat dengan menggunakan
batu sehingga menyebabkan Kantor Camat dan rumah warga mengalami rusak
(pecah kaca).

Mengetahui kejadian tersebut, masyarakat Desa Tamiai dan Desa Pasar
Tamiai Kec. Batang Merangin keluar rumah dan melakukan aksi atau membalas
dengan membawa senjata tajam berupa parang dan tombak sehingga massa dari
masyarakat peladang pendatang mundur, kemudian melarikan diri dari kantor
Camat dan tidak sempat membawa sepeda motor karena massa dari masyarakat
peladang setempat berdatangan. sehingga sepeda motor yang tertinggal di bakar
oleh massa peladang setempat. Bentrokan ini terjadi pada tanggal 20 Maret 2017,
yang menimbulkan kerugian + 72 (tujuh puluh dua) unit sepeda motor milik
peladang pendatang dibakar oleh massa peladang setempat dan 4 (empat) orang
korban luka.

Meskipun suasana sudah kondusif, potensi konflik besar kemungkinan
akan terjadi lagi. Peladang pendatang dan peladang setempat rentan mengalami
krisis baru. Mengingat belum adanya penyelesaian yang baik untuk kedua belah
pihak. Apalagi kedua belah pihak sama-sama keras untuk mempertahankan tujuan
mereka. Berdasarkan peristiwa-peristiwa di atas, maka penulis tertarik untuk
menelusuri lebih mendalam untuk menjawab persoalan yang terjadi dengan

melakukan penelitian yang berjudul “Konflik Lahan Antara Peladang



Pendatang Dan Peladang Setempat Di Kecamatan Batang Merangin
Kabupaten Kerinci.”
B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat di identifikasi beberapa masalah

yang dapat dikenali antara lain:

1. Perebutan sumber daya dan kesempatan ekonomi berupa lahan antara
peladang pendatang dan peladang setempat di Kec.Batang Merangin
Kab.Kerinci.

2. Peladang pendatang diancam dengan surat edaran dari Depati Muaro Langkap
yang mengatasnamakan peladang setempat.

3. Pemerintah dituduh lambat dalam menangani masalah untuk kedua belah
pihak. Sehingga kedua belah pihak menyelesaikan sendiri polemik yang
terjadi yang berujung bentrokan.

D. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik lahan antara peladang pendatang dan
peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci?

2. Bagaimana Upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah kabupaten kerinci
untuk menyelesaikan konflik antara peladang pendatang dan peladang setempat

di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci?



E. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik lahan antara
peladang pendatang dan peladang setempat diKecamatan Batang Merangin
Kabupaten Kerinci.

2. Mengidentifikasi upaya apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten kerinci
dalam menyelesaikan konflik lahan antara peladang pendatang dan peladang
setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan

pengetahuan dan keilmuan yang terkait IImu Sosial Politik, khususnya hukum

adat dan pengantar sosiologi.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi yang bermanfaat sebagai acuan dalam menangani
Konflik lahan antara peladang pendatang dan peladang setempat di
Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci .

b. Bagi Mahasiswa, sebagai satu syarat untuk menyelesaikan studi dan
mendapat gelar Sarjana pada Jurusan llmu Sosial Politik Prodi PPKN FIS

UNP.



c. Bagi Masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya pihak yang
berkonflik di Kabupaten Kerinci untuk mengetahui dan menerima serta
mematuhi keputusan pemerintah daerah sebagai upaya yang diambil oleh

pihak terkait dalam penyelesaian konflik.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti
kemukakan pada bab terdahulu tentang penyelesaian konflik lahan antara
peladang pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin

Kabupaten Kerinci maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik lahan antara peladang pendatang dan
peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabuapten Kerinci yaitu
perebutan sumber daya, komunikasi yang tidak baik, adanya kecemburuan
sosial, dan adanya tindakan pencurian, penjarahan, penyerobotan dan
pembakaran rumah ladang milik peladang pendatang.

2. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik lahan antara peladang
pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten
Kerinci adalah menggunakan penyelesaian konflik dengan cara musyawarah
(negotiation). Namun tidak tercapai solusi dengan cara musyawarah kemudian
mengupayakan penyelesaian masalah dengan menggunakan mediator atau
pihak ketiga. Dalam hal ini mediasi penyelesaian konflik antara peladang

pendatang dan peladang setempat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Kerinci.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mengemukakan beberapa saran
sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci harus membuat kejelasan hukum atas
lahan perladangan yang diperebutkan peladang pendatang dan peladang
setempat. Selain itu, lahan perladangan di daerah Kecamatan Batang
Merangin merupakan daerah potensial konflik maka sangat perlunya legalitas
hukum untuk jangka panjang mengingat pihak-pihak yang berkonflik belum
berdamai secara berkenyataan seperti bara dalam sekam. Oleh karena itu,
sangat disarankan bapak Bupati H.Adi Rozal yang telah menjanjikan
menanggung seekor kerbau untuk kenduri sebagai islah bahwa kedua belah
pihak telah kembali rukun/berdamai sebaiknya segera ditunaikan, karena
kalau tidak ditunaikan dikemudian hari, bisa jadi hal itu sendiri yang akan
menjadi pemicu konflik.

2. Bagi masyarakat peladang setempat, hendaknya kalau ingin mengambil alih
lahan dengan alasan tanah ulayat sebaiknya memberikan ganti kerugian
kepada peladang pendatang sebagai pemilik lahan yang sudah bertahun-tahun
menggarap lahan bahkan pemiliknya bersusah payah menebang hutan/rimba
belantara sampai pada menjadikan lahan itu bernilai ekonomis.

3. Bagi masyarakat peladang pendatang, hendaknya ikut serta dalam
pembangunan daerah setempat seperti pepatah mengatakan dimana bumi

dipijak disitu langit dijunjung dan disarankan juga bagi anak,cucu ataupun
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keluarganya yang belum menikah untuk menikah dengan warga setempat
untuk menghilangkan batas perbedaan identitas sosial.

Bagi kelompok-kelompok yang berkonflik terkhusus peladang pendatang dan
peladang setempat yang telah menyetujui kesepakatan dalam penyelesaian
konflik lahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci
hendaknya kedua belah pihak legowo dengan kesepakatan yang telah dibuat.
Dan disarankan agar berkepala dingin dan tidak mudah terpancing emosi
dalam menghadapi konflik yang terjadi demi terwujudnya keamanan,
ketertiban, keharmonisan dan kerukunan masyarakat peladang pendatang dan

peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.
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